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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR :   5  TAHUN 2012 

TENTANG 

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL   
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa Jawa Barat memiliki berbagai hasil cipta, karsa, 
dan karya masyarakat baik yang bersifat benda maupun 

takbenda yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina, dan 
dikembangkan;  

b. bahwa dalam upaya melindungi hasil cipta, karsa, dan 
karya masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

pertimbangan huruf a dari pengakuan oleh pihak lain,  
perlu dilakukan upaya strategis melalui perlindungan 

kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 
Perlindungan Kekayaan Intelektual; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 

Kesatuan Republik Indonesia  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419); 
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4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4044); 

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4045); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4046); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4130); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4131); 

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4220); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang 

Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas 
Tanaman untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 30); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas 

Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 31;  
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4423);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram 
Optik (Optical Disc) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4425); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang  

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 
tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4465); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang  
Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan 

Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan 
Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4497); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007  tentang 

Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4763); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 46); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
117); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN 
KEKAYAAN INTELEKTUAL.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Definisi 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah Provinsi Jawa Barat.  

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota 
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan 

tugas dan fungsi perlindungan Kekayaan Intelektual. 

7. Perlindungan adalah segala bentuk upaya melindungi 

kekayaan intelektual meliputi HKI dan hak terkait, serta 
kebudayaan Daerah dari pemanfaatan secara komersial. 

8. Fasilitasi adalah peran Pemerintah Daerah dalam 

memfasilitasi perolehan dan pendayagunaan HKI dan 
hak terkait serta kebudayaan Daerah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

9. Pemanfaatan adalah  pendayagunaan  HKI,  hak terkait, 
dan kebudayaan Daerah baik secara komersial maupun 

non komersial. 

10. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau 
lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui 

daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya 
di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

11. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI 
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh peraturan 
perundang-undangan kepada seseorang atau 

sekelompok orang atas karya ciptanya, meliputi hak 
cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, 

varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. 

12. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara 
bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu 

ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, 
kecekatan, keterampilan atau keahlian, yang dituangkan 
ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 

13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang HKI 
kepada pihak lain untuk memanfaatkan HKI dengan 

persyaratan tertentu. 

14. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta 
atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus 

dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak 
terkait telah dialihkan. 
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15. Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. 

16. Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi berdasarkan 
pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu 

untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu 
yang bernilai ekonomis serta berpengaruh pada 
kesejahteraan masyarakat. 

17. Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di 
bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung 
unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, 

dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya. 

18. Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) adalah  

kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, 
termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur 

karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, 
dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya. 

19. Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi 

Budaya Tradisional adalah komunitas masyarakat lokal 
atau masyarakat adat yang tinggal dalam suatu teritorial 
tertentu, yang memiliki persamaan nilai dan kohesi 

sosial, dan menjaga, memelihara serta mengembangkan 
pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional 

secara tradisional dan komunal.   

20. Produk Masyarakat adalah sesuatu yang dihasilkan oleh 
masyarakat yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapat perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi 
dan dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan, 

baik berupa barang maupun jasa.  

21. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disebut Pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil 

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau 
Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya 
meliputi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk 

masyarakat dan kebudayaan Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan perlindungan kekayaan intelektual 
adalah : 

a. mendorong peningkatan kreativitas dan inovasi 

masyarakat Jawa Barat melalui pendaftaran HKI dan 
hak terkait; 

b. memfasilitasi pendaftaran dan pendayagunaan HKI dan 
hak terkait produk dan jasa hasil industri dan 
perdagangan yang berkaitan dengan hasil ekonomi 

kreatif;   

c. menjaga, memelihara, dan melestarikan kebudayaan 

Daerah sebagai jatidiri masyarakat Jawa Barat dan aset 
nasional; dan  
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